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BAB I.   PENDAHULUAN 
 

1.1. Kondisi Umum 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B adalah pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang 

berada   di propinsi Sumatera Utara dalam ruang lingkup Kota Tebing Tinggi yang 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

yang masuk di tingkat pertama. 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi Kelas I B merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  

Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis 

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang  dan kendala yang 

ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B. Rencana Strategis ini 

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.  

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, 

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan 

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.  

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B mencakup hal-hal yang 

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-

hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 
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1. Merupakan vrovost (kawal depan) di propinsi Sumatera Utara dengan wilayah 

hukum Kota Tebing Tinggi.  

2. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B merupakan unsur Forkompimda dan 

memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sumatera Utara 

dengan wilayah hukum Kota Tebing Tinggi.  

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi Kelas I B selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 

B. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

dirinci dalam beberapa aspek:  

1. Aspek  Proses Peradilan 

❖ Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B belum dapat diunduh/ 

diakses cepat oleh  masyarakat. 

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan  

❖ Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B belum mempunyai kewenangan 

untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.  

❖ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan kerja yang dibutuhkan  di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

Kelas I B.  

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan  

❖ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. 

4. Aspek  Sarana dan Prasarana 

❖ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dari 

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.  

C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

Kelas I B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

1. Aspek  Proses Peradilan  

❖ Adanya website Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 

2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan 

❖ Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan 

kinerja. 



REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2015-2019 | BAB I.   

PENDAHULUAN 

3 

 

❖ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan 

❖ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk 

internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Medan. 

4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

❖ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Medan. 

5. Aspek  Sarana dan Prasarana  

❖ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi Kelas I B berupa internet dan website. 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan 

perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek  Proses Peradilan  

❖ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa 

pengadilan  

2. Aspek  Sarana dan Prasarana  

❖ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana 

tidak sesuai dengan kebutuhan. 

❖ Sarana gedung dan bangunan tidak memadai terutama ruang tahanan dan 

ruang arsip. 
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BAB II.   VISI, MISI DAN TUJUAN 
 

2.1. Visi 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B Tahun 2015 – 2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan 

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan 

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efisiensi. Selanjutnya untuk 

memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B diselaraskan dengan arah kebijakan dan 

program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi 

serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi. Visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung RI  adalah sebagai berikut : 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung” 

 

2.2. Misi   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah sebagai berikut :  

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

 

2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis  

Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visi dan 

misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :  
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1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memenuhi butir 1 dan 

2 di atas 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi Kelas I B adalah sebagai berikut :  

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

  

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama  

dengan digambarkan sebagai berikut :  

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis 

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama  dengan 

digambarkan sebagai berikut : 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana  

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  : 

- Perdata 

- Pidana 

c. Persentase penurunan sisa perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

d.  Persentase perkara  yang tidak mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan 

Diversi 

f. Index responden pencari keadilan  yang puas terhadap layanan 

peradilan 

2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat 

Waktu 

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 
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NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan 

PK secara lengkap dan tepat waktu 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 

b. Persentase Perkara  yang  diselesaikan di luar gedung 

Pengadilan 

c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat 

layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

2.4. Program Dan Kegiatan  

Empat  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi Kelas I B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan 

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok  yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum   

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi 

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.  Kegiatan Pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam pelaksanaan Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  adalah  :  

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara  

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung  

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 
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c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung bertujuan 

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. 

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan 

peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. 
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BAB III.   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 

 

3.1. Arah dan Kebijakan Strategi Mahkamah Agung 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 

tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai 

berikut:  

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.  

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.  

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.  

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan 

Peradilan.  

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.  

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya 

Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.  

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut : 

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel.  

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

(1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;  

(2) Pembatasan perkara kasasi;  

(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan  

(4) Penguatan akses peradilan 

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara 

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat 

keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka 

waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh 

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat 

Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung 

Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-
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perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena 

sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan 

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-

alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan.  

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga )arah kebijakan sebagai berikut :  

(1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,  

(2) Sidang keliling/zitting plaats dan  

(3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktu penanganan perkara pada 

Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 

138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah 

Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung 

harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, 

sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur 

melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang 

Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata 

agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya 

terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan 

Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam 

mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian 

hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara 

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang 

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 

pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali 

terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-

undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang 

terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 



REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2015-2019 | BAB III.   ARAH 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

10 

 

2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang 

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 

(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.  

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan 

Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan 

perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk 

penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat 

diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil 

yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya 

small claim court. 

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di 

lingkungan Peradilan. 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat 

setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan 

Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan 

IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis 

Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari 

pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan 

hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem 

pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun 

regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem 

manajemen informasi yang terkomputerisasi. 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan 

pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi 

dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan 

arah kebijakan sebagai berikut:  

(1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;  

(2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan  

(3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI. 

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat 

peradilan secara optimal. 
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Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, 

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

(1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;  

(2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;  

(3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan  

(4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan 

Aset. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, 

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

(1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;  

(2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. 

 

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi  sebagai 

berikut :  

1. Peningkatan kinerja.   

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen 

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat 

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya 

angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan 

dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber 

daya aparatur peradilan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan 

kinerja :  

• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai 

dengan kompetensi. 

• Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin 

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat.  

• Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya. 

• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi 

informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja.  
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2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.   

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan 

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :   

• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan 

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.   

• Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan.  

• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik. 

 

3.3. Kerangka Regulasi 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. 

Pasal 4 ayat (2) menyatakan: 

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi 

pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi 

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan “ 

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian 

prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka 

diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke 

III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program 

pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin 

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan 

Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 

adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan 

berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah 

makin mampu mendukung pembangunan nasional.  

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 

2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka 
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kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan 

sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi 

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong 

dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan 

RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 

2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman 

Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. 

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 

adalah : 

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan, 

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan,  

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan 

program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus 

menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah 

Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang 

dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
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KERANGKA REGULASI 
Isu Strategis Arah Kebijakan 

2015-2019 
Arah Kerangka 

Regulasi 
Kebutuhan Regulasi Unit Penanggung 

Jawab 
Unit Terkait 

Peningkatan 
Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi 

- Penyederhanaan 
proses berperkara,  

- Penguatan akses pada 
keadilan, 

- Modernisasi 
manajemen perkara.  

- Penataan ulang 
organisasi manajemen 
perkara.   

- Penataan ulang proses 
menajemen perkara.  

- Rintisan pelaksanaan 
Sistem Peradilan 
Pidana terpadu. 

- Pelaksanaan Sistem 
Peradilan Anak 

- Spesialisasi hakim pada 
pengadilan tingkat 
pertama, 

- Pembentukan landasan 
hukum untuk 
meminimalisir sisa 
perkara akhir tahun,  

- Pelaksanaan sistem 
pidana peradilan anak 
dan pelaksanaan sistem 
peradilan pidana 
terpadu, one stop 
service di Pengadilan 
Negeri Tebing Tinggi. 

Pembuatan SK Ketua 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi. 
- SK Ketua Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 
tentang template putusan 
kasasi dan PK,  

- SE sosialisasi PERMA  
- Revisi pola bindalmin 

(termasuk 
penyederhanaan proses 
perkara),  

- MOU pelaksanaan Sistem 
Peradilan Pidana terpadu  

- SK Ketua Pengadilan 
Negeri Tebing Tinggi 
tentang Pelaksanaan 
Sistem Peradilan Pidana 
Anak,  

- Juklak/juknis tentang 
percepatan Penyelesaian 
Perkara 

Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi 
 

Kesekretariatan 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi 
 

Optimalisasi 
Manajemen Peradilan 
Umum 

- Peningkatan 
penyelesaian perkara, 

- Peningkatan efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara,  

- Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan,  

- Peningkatan kualitas 
SDM. 

- Implementasi SK Ketua 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi tentang 
percepatan 
penyelesaian perkara, 

- Penambahan 
posbakum, perkara 
prodeo 

- Peningkatan pelayanan 
publik.  

- Standarisasi 
pelaksanaan bimtek.  

- Pembuatan surat edaran 
peningkatan pelayanan 
publik,  

- Juklak/juknis pelaksanaan 
bimtek, 

- Juklak/juknis tentang 
percepatan Penyelesaian 
Perkara 

Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi 
 

Kesekretariatan 
Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi 
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3.4. Kerangka Kelembagaan 

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV 

menegaskan tentang sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum  dan keadilan. Sesuai dengan 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung 

(MA) adalah salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi 

mempunyai posisi dan peran strategis  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  karena  tidak  

hanya  membawahi  4  (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang 

administrated personil dan finansial serta sarana dan prasarana.  

Peradilan  Umum  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986 tentang 

Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum dan  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Perubahan  

Kedua  atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam 

undang-undang ini diatur  susunan,  kekuasaan,  dan  kedudukan hakim  serta  tata  

kerja  administrasi  pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.  

Pengadilan  Umum  adalah  pengadilan  yang  bertugas  di  lingkungan peradilan  

yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan, Pengadilan 

Negeri bertugas untuk menerima, mengadili serta memutus suatu perkara yang 

diajukan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah salah satu satuan kerja peradilan 

dalam lingkup peradilan umum dibawah  Mahkamah  Agung  yang  mempunyai  tugas 

memberikan  pelayanan  hukum  di wilayah Kotamadya Tebing Tinggi. 

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi telah diatur Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan : 

Pasal 1 

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.  
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2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan 

di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil 

Ketua Pengadilan.  

3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk 

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.  

4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada 

Panitera Pengadilan. 

Pasal 2 

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan. 

Pasal 4 

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan. 

Pasal 57 

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B. 

2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dipimpin oleh Panitera. 

Pasal 58 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan 

transparansi perkara;  
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f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi 

dan administrasi Kepaniteraan; 

g. pelaksanaan mediasi; 

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; 

i. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Pasal 60 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas: 

a. Panitera Muda Perdata; 

b. Panitera Muda Pidana; 

c. Panitera Muda Khusus; dan 

d. Panitera Muda Hukum. 

Pasal  61 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 

perdata. 

Pasal 62 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda 

Perdata menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;  

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan; 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir;  

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak; 

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali; 

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung; 

i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 
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k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 63 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 

pidana. 

Pasal 64 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda 

Pidana menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;  

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon; 

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan; 

e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari 

penyidik; 

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir;  

i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak; 

j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali; 

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung; 

l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa;  
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m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; 

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 65 

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang 

perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus 

lainnya yang diperlukan. 

Pasal 66 

1. Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat 

diangkat paling banyak 5 (lima) orang.  

2. Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda 

Khusus menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;  

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon;  

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan  Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan; 

e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari 

penyidik; 

g. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan; 

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 

i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir;  
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j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak; 

k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali; 

l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung; 

m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Pasal 68 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan. 

Pasal 69 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda 

Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 

f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan 

dengan transparansi perkara;  

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi memiliki 4 program yang akan dilaksanakan yaitu : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut : 

SASARAN TARGET KINERJA 

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 

Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 

          

-    Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 

-    Pidana  100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan tepat 
waktu  : 

          

-    Perdata 100% 100% 100% 80% 80% 

-    Pidana 100% 100% 100% 80% 80% 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara : 

          

-    Perdata 7% 6% 5% 5% 5% 

-    Pidana 7% 6% 5% 5% 5% 

d.  Persentase perkara  
yang tidak mengajukan 
upaya hukum : 

          

-       Banding 
        Perdata 
        Pidana 

 
90% 
100% 

 
90% 
100% 

 
80% 
92% 

 
80% 
80% 

 
80% 
80% 

-       Kasasi 
        Perdata  
        Pidana 

 
90% 
90% 

 
90% 
90% 

 
79% 
92% 

 
80% 
80% 

 
80% 
80% 

-       PK 
        Perdata 
        Pidana 

 
90% 
100% 

 
90% 
100% 

 
96% 
96% 

 
80% 
80% 

 
80% 
80% 

e. Persentase perkara 
Pidana Anak yang 
diselesaikan dengan 
Diversi 

8% 10% 5% 4% 4% 

f.  Index responden 
pencari keadilan  yang 
puas terhadap pelayanan 
keadilan 

 68% 70% 80% 80% 80% 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut : 
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SASARAN TARGET KINERJA 

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 

Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Isi 
Putusan Yang diterima 
oleh para pihak Tepat 
Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

2% 1% 2% 3% 3% 

c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan 
PK secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
diputus 

100% 100% 100% 0% 0% 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut : 

SASARAN TARGET KINERJA 

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 

Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase Perkara  
yang  diselesaikan di 
luar gedung Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase pencari 
keadilan Golongan 
Tertentu yang 
mendapat layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

94% 95% 100% 100% 100% 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan 

sasaran program dan indikator program sebagai berikut : 

SASARAN TARGET KINERJA 

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 

Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 67% 10% 10% 

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan 

terlampir. 
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BAB V.  PENUTUP 
 
 

Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Blue Print Mahkamah 

Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam 

pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur 

dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah 

Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi 

dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019 diarahkan untuk 

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan 

strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan 

upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, 

program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima 

tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.   

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi harus terus disempurnakan dari 

waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.   

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, 

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat terwujud dengan baik.   
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MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019 
 

NO 

Tujuan Target 
Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJPA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 
2018 

ANGGARAN 
2018 

1 Pencari 
keadilan 
merasa 
kebutuhan 
dan 
kepuasannya 
terpenuhi 

a. Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan : 

  Terwujudnya Proses 
Peradilan yang 
Pasti, Transparan 
dan Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 

          

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Perkara 
peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
di tingkat 
pertama dan 
di tingkat 
banding yang 
tepat waktu  

400 Pkr  Rp 190.700.000 

  - Perdata 100% -    Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 

  - Pidana  100% -    Pidana  100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu  : 

  b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu  : 

          

  - Perdata 80% -    Perdata 100% 100% 100% 80% 80% 

  - Pidana 80% -    Pidana 100% 100% 100% 80% 80% 

c. Persentase 
penurunan 
sisa perkara : 

 
c. Persentase 
penurunan sisa 
perkara : 

          

  - Perdata 5% -    Perdata 7% 6% 5% 5% 5% 

  - Pidana 5% -    Pidana 7% 6% 5% 5% 5% 

d. Persentase 
perkara  
yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
: 

 

d.  Persentase 
perkara  yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum : 

          

  -       Banding 
 

80% 
-       Banding 
        Perdata  
        Pidana 

 
90% 

100% 

 
90% 

100% 

 
80% 
92% 

 
80% 
80% 

 
80% 
80% 

  -       Kasasi 
 

80% 
-       Kasasi 
        Perdata 
        Pidana 

 
90% 
90% 

 
90% 
90% 

 
79% 
92% 

 
80% 
80% 

 
80% 
80% 

  -       PK 
 

80% 
-       PK 
        Perdata 
        Pidana 

 
90% 

100% 

 
90% 

100% 

 
96% 
96% 

 
80% 
80% 

 
80% 
80% 

e. Persentase 
perkara 
Pidana Anak 
yang 

4% e. Persentase 
perkara Pidana 
Anak yang 
diselesaikan 

8% 10% 5% 4% 4% 
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NO 

Tujuan Target 
Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJPA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 
2018 

ANGGARAN 
2018 

diselesaikan 
dengan 
Diversi 

dengan Diversi 

f. Index 
responden 
pencari 
keadilan  
yang puas 
terhadap 
pelayanan 
keadilan 

80% f.  Index responden 
pencari keadilan  
yang puas 
terhadap 
pelayanan keadilan 

68% 70% 80% 80% 80% 

- - - 

2 Setiap 
pencari 
keadilan 
dapat 
menjangkau 
badan 
peradilan 

a. Persentase 
Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

100% Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase Isi 
Putusan Yang 
diterima oleh para 
pihak Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Perkara 
Peradilan 

Umum yang 
Diselesaikan 

di tingkat 
pertama dan 
banding yang 
tepat waktu  

400 Pkr Rp 6.000.000 

b. Persentase 
Perkara  
yang  
diselesaikan 
di luar 
gedung 
Pengadilan 

3% b. Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
melalui Mediasi 

2% 1% 2% 3% 3% 

- - - 

c. Persentase 
pencari 
keadilan 
Golongan 
Tertentu 
yang 
mendapat 
layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

100% c. Persentase 
berkas perkara 
yang diajukan 
Banding, Kasasi 
dan PK secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Penanganan 
Perkara 
Banding, 
Kasasi dan 
PK di 
Pengadilan 
Tingkat 
Pertama 

200 Pkr 
50 Pkr 

  

 
 Rp     

57.500.000 
 
 
  

3 Publik 
percaya 
bahwa 
Pengadilan 
Negeri 
Tebing 
Tinggi 
memenuhi 

a. Persentase 
Isi Putusan 
Yang 
diterima oleh 
para pihak 
Tepat Waktu 

0% d. Persentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 hari 

100% 100% 100% 0% 0% 

- - - 
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NO 

Tujuan Target 
Jangka 

Menengah 

SASARAN TARGET KINERJPA STRATEGIS 

Uraian Indikator kinerja URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 

TARGET 
2018 

ANGGARAN 
2018 

butir 1 dan 2 
di atas 

setelah diputus 

b. Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
melalui 
Mediasi 

100% Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

a. Persentase 
Perkara Prodeo 
yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 
Perkara 
peradilan 
umum yang 
diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya perkara 

5 Pkr  Rp     3.650.000  

c. Persentase 
berkas 
perkara yang 
diajukan 
Banding, 
Kasasi dan 
PK secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

100% b. Persentase 
Perkara  yang  
diselesaikan di luar 
gedung Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100% 

- - -  

d. Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses 
secara online 
dalam waktu 
1 hari setelah 
diputus 

100% c. Persentase 
pencari keadilan 
Golongan Tertentu 
yang mendapat 
layanan Bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

94% 95% 100% 100% 100% 

Pos Bakum 480 Jam 
 Rp      

48.000.000  

e. 

Persentase 
putusan 
perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

10% 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 67% 10% 10% 

- - - 

  


